BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berpijak dari deskripsi diatas, maka pada bagian ini peneliti mendeskripsikan

secara umum sebagai kajian/input yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Oenbit,

Kecamatan Insana, Kabupaten TTU.

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
ada 4 variabel yang dapat mengukur keberhasialan Program Bantuan Pangan Non

Tunai di Desa Oenbit Yaitu sebagai berikut:

Komunikasi, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa
Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU sudah berjalan hal ini dibuktikan
dengan para pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai yang di tugaskan
mereka menjalankan tugas dengan baik dan memberikan informasi kepada

masyarakar tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai secara efektif.

Sumber Daya, sumber daya yang berkaitan dengan fasilitas yang sekarang
ada di Desa Oenbit itu masi sangat terbatas seperti keterbatasan gedung atau tempat
dan juga akses jalan menuju beberapa dusu Sehingga Program Bantuan Pangan di
Desa Oenbit belum optimal.

Disposisi dari pemerintah Desa Oenbit dalam pelaksanaan Program Bantuan
Pangan Non Tunai dapat diketahui bahwa kejujuran sangat penting diperlihatkan
oleh instansi yang berwenang dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai

karna itu yang selalu di harapkan oleh masyarakat namun pada kenyataannya hal



itu belum sesuai dengan yang diharapkan karena masi ada beberapa orang yang

masi mementingkan urusan pribadi mereka.

Struktur Birokrasi, prosedur atau aturan yang telah berlaku di Desa Oenbit
terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta
dan pengelola Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam hal ini dapat di lihat dari
wawancara yang telah di laksanakan terhadap peserta penerima Program Bantuan

Pangan Non Tunai

5.2 Saran

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Oenbit,
Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara peneliti menyarankan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Oenbit dan pendamping program perlu mengadakan
sosialisasi kepada penerima bantuan tentang penggunaan atau pemanfaatan

bantuan ini dengan tepat.

2. Kepada Pemerintah Desa Oenbit peneliti menyarankan agar tetap
mempertahankan dan berupaya untuk meningkatkan semua sumber daya yang
dimiliki oleh pemerintah desa dengan mengadakan sosialisai tentang pelatihan

mengenai pemanfaatan program bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat.
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